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ABSTRAK

Riki Kurnia : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan

1103219/2011) Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP
dengan Pemeritah Daerah Yang Memperoleh
Opini Non WTP(Studi Empiris pada Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera BaratTahun 2015-2017)

Pembimbing : 1. Fefri Indra Arza, SE, M.Sc,Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bukti empiris mengenai perbandingan
kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dan non WTP berbasis Rasio Kinerja Keuangan di Provinsi
Sumatera Barat tahun 2015-2017. Pemilihan sampel menggunakan metode
purposive sampling.Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan beberapa
rasioyaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi,
rasio belanja operasi, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhanPAD yang
diperbandingkan antara pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan non
WTP yang diperoleh melalui Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang
telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Pengujian hipotesis
menggunakan uji bedaindependent t- test. Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa ada terdapat perbedaan kinerja keuangan dari berbagai rasio keuangan
antara pemerintah daerah kota/ kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non
WTP, dengan hasilthiung2,207> tiper 2,003 nilai signifikan 0,103> 0,05 . Dan
terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria efisiensi, efektifitas, belanja operasi,
belanja modal dan pertumbuhan PAD antara pemerintah daerah kota/ kabupaten
yang memperoleh opini WTP dan non WTP.

Kata Kunci: Kinerja keuangan pemerintah daerah, Laporan keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD), Opini Audit WTP, Opini Non WTP
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah merupakan pelayan masyarakat pada sektor publik dengan
wewenang untuk mengatur kepentingan bangsa dan juga kepentingan negara.
Pada dasarnya lembaga pemerintahan dibentuk untuk menjalankan aktivitas
pelayanan serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas. Sebagai
organisasi nirlaba, lembaga pemerintahan mempunyai peran yang sangat penting
dalam menjembatani untuk penyediaan layanan dan kemampuan meningkatkan
layanan yang telah ada dalam program pemerintah.

Peningkatan pelayanan lembaga pemerintahan sangat berpengaruh terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pemerintah dapat
membantu meringkankan beban masyarakat dalam perihal pengurusan layanan
masyarakat dengan meningkatkan pelayanan secara maksimal. Pelayanan yang
diberikan pemerintah daerah nantinya kepada masayarakat menjadi tolak ukur

dalam penilaian masyarakat terhadap hasil kerja dari pemerintah daerah.

MenurutUU Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemda(pemerintah daerah),
dijelaskan jika pelaksanaan pemerintah daerah harus sesuai dengan isi dari UUD
Republik Indonesia Pada Tahun 1945, pemda (pemerintah daerah), yang
melakukan kegiatannya secara mandiri, dituntun agar melakukan percepatan
pembangunan nasional di suatu daerah dengan menggali berbagai potensi daerah

tersebut.



Dengan adanya pengawasan dari pemerintah pusat serta pelaporan
pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang ada. UU No 32 Tahun 2004
mengenai dana perimbangandiisyaratkan jika setiap daerah berhak untuk
melakukan kemandirian daerah dan mengatur sendiri daerah nya. Sehingga ada

nya tanggung jawab yang menyeluruh kepada masyarakat.

Dengan mengembangkan potensi daerah serta adanya peningkatan
kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat
tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana
perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka
daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan
masih tetap diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan pembangunan di

daerah.

PP No 58 tahun 2005 mengenai pelaksanaan keuangan daerah yakni pada ayat
102 alinea pertama menyebutkan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pemakaian serta pelaksanaan
anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, dan wajib diserahkan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan proses audit laporan keuangan yang

telah disusun dan dilaporkan.

Penelitian yang dilakukan Halim (2001:167) mengatakan bahwa ciri utama
suatu daerah mampu melaksanakan sistem pemerintahan serta otonomi daerah
yaitu dengan (1) keberhasilan keuangan daerah, dengan kata lain pemerintah
daerah mampu untuk menggali potensi daerah yang ada untuk dapat
memaksimalkan pendapatan asli daerah (2) Tidak adanya ketergantungan kepada

pemerintah pusat atau meminimalisir bantuan dana dari pemerintah pusat ataupun



bantuan dari pihak asing. Namun pada kenyataan masih banyak daerah yang
bergantung kepada pemerintah pusat sejak peraturan mengenai otonomi daerah

diberlakukan.

Menurut penelitian Jumingan (2006:239) Pengukuran Kkinerja keuangan
memiliki dua tujuan diantara lain adalah untuk menilai sejauh mana keberhasilan
dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan yang kedua
yakni untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mempergunakan
semua aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara maksimal dan

menyeluruh.

Bilamana apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik maka dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan keuangan yang telah dilakukan berjalan dengan
lancar dan sesuai dengan perencanaan. Tetapi bilamana hasil kinerja melebihi dari
apa yang direncanakan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah
Daerah mempunyai peran yang dominan dalam sistem pemerintahan begitu juga
sebaliknya, apabila tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan direncanakan
diawal maka kinerja keuangan suatu Pemerintah Daerah dapat dikatakan buruk

atau tidak sesuai dengan harapan masayarakat.

Akuntabilitas bukan hanya sekedar untuk melihat bagaimana uang atau dana
publik tersebut digunakan secara efisien, efektif dan ekonomi. Efisien dapat juga
diartikan bahwa penggunaan dari dana publik menghasilkan pemasukan yang
maksimal. Efektif dapat juga diartikan anggaran yang ada sesuai dengan
pencapaian target-target yang telah direncanakan serta ekonomi yang dapat
diartikan sebagai indikator untuk menilai Pengukuran Kinerja Keuangan melalui

berbagai macam indikator (Mardiasmo, 2004:182).



Dari penjelasan latar belakang diatas maka dari itu, peneliti berminat untuk
melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut :
“Analisis Perbandingan  Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah yang
Memperoleh Opini Audit WTP dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota
yang Memperoleh Opini Audit Non WTP (Studi Empiris pada Pemerintah
Kabupaten/Kota Sumbar)”.
B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan yang ada pada latar belakang masalah, dapat diketahui
penilaian pelaksanaan keuangan pemerintah kabupaten/kota sangat penting dalam
menciptakan budaya kerja yang baik serta mendorong terwujudnya akuntabilitas
Kinerja guna mencapai sasaran yang diharapkan maka ditetapkan rumusan
masalah sebagai berikut :
Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang
memperoleh opini WTP dan Non WTP.
C. TUJUAN PENELITIAN

Dari penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah maka dari
penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisa perbandingan
pelaksanaan (kinerja) keuangan dari pemerintah daerah yang memperoleh opini
WTP (Wajar tanpa pengecualian) dengan pemerintah daerah yang memperoleh

opini audit selain WTP (Wajar tanpa pengecualian).



D. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk banyak pihak, seperti:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan
dengan analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah dari masing-
masing kabupaten/kota yang ada di provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi objek penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi dan
memberikan pemahaman terhadap pemerintah yang tidak menerima opini
WTP.

3. Bagi akademik, sebagai bahan penelitian dibidang akuntansi dan sektor publik
serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh teman-
teman mahasiswa.

4. Bagi pihak pemerintah daerah yang ada dapat dijadikan sebagai dasar ataupun
landasan dalam mengevaluasi semua kebijakan dan juga kinerja keuangan yang

selama ini telah diterapkan.



BAB Il
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Teori
1. Teori Kelembagaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)|, lembaga berarti bagian dari
beberapa perilaku sesorang, tersusun atas hubungan sosial berstuktur yang saling
berkaitan satu sama lain. Penelitian Scott (2008), Kelembagaan tersusun atas
beberapa kategori yakni kultural, norma, dan juga peraturan yang harus ditaaati.

Menurut penelitian Syahyuti (2011), manusia akan berusaha untuk melakukan
yang terbaik dalam kegiatan nya serta melakukan sesuatu sesuai dengan aturan
yang ada termasuk regulasi dan norma, tetapi tidak sepenuhnya menjalankan apa
yang sudah ada.

Sebagai makhluk sosial manusia harus memahami lagi beberapa peraturan yang
dibuat, kemudian memilih sikap dan perilaku nya sendiri.Salah satu nya dalam hal
penyusanan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah
kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana banyak pemerintah daerah yang
masih terlambat dan menunda untuk melakukan penyampaian laporan keuangan
pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut.Sehingga menimbulkan masalah
dalam akuntabilitas pemerintah.

Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

PP No 24 tahun 2005 tentang tata cara pelaksaan menyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah atau dapat juga dikatakan standar penyusunan keuangan daerah
mendefinisikan bahw laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu penyajian

data keuangan termasuk catatan yang menyertainya (bila ada), yang dimaksudkan



untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) serta kebijakan dari
pemerintah terhadap kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu
atau perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu
sesuai dengan standar akuntansi pemerinta .

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan
yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan
oleh suatu entitas pelaporan.

Kasmir (2008) mendefinisikanbahwa laporan keuangan merupakan laporan
yang menunjukan kondisi keuangan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.
Sementara itu Halim (2002) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan
informasi keuangan yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan
struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu
organisasi pada periode tertentu

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi
informasi keuangan (Mahsun, dkk 2009) dan informasi yang disajikan untuk
membantu stakeholders dalam memuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi
sehingga keputusan yang diambil bisa berkualitas (Mahmudi, 2006).
Informasi mengenai pengelolaan dana atau pengelolaan dari  sumber-sumber
datakeuangan publik dapat dilihat dari laporan sumber keuangan (Mahsun dkk,
2009). Artinya informasi tentang posisi keuangan dapat ditampilkan secara luas ke
publik secara menyeluruh. informasi yang disampaikan berkaitan terhadap laporan

keuangan pemerintah daerah.



2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Ada beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk melakukan pengukuran
kinerja sebab pengukuran kinerja dilakukan agar pemerintahan lebih terarah untuk
mencapai tujuan yang telah dibuat sebagai sebuah organisasi sektor publik.
Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga  hal  yang
dimaksud dalam kinerja keuangan.Pertama, pengukuran kinerja sektor publik
dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.Ukuran Kinerja
dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran

program unit kerja.

Terbukti dengan dilakukan nya pengukuran Kkinerja program Yyang
dijalankandalam lebih terukur dan maksimal dalam hasil yang diperoleh
sehingga tidak adanya kendala dalam program yang dijalankan.Selain itu,
pengukuran kinerja dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi semua kebijakan
yang ada serta dapat menjadi patokan serta pedoman untuk melakukan berbagai

perbaikan di beberapa sektor yang melayani masyarakat.

3. Manfaat Pengukuran Kinerja

Ada beberapa manfaat pengukuran Kinerja pemerintah daerah menurut peneliti

diantaranya adalah :

1. Dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan komunikasi antara berbagai
sektor maupun pimpinan serta evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan.

2. Dapat dijadikan acuan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan
pemerintah apakah terpenuhi dengan baik dan memuaskan.

3. Membantu pemerintah untuk dapat lebih baik dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat.



a. Indikator Dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Alat pengukuran kinerja merupakan suatu sarana yang digunakan untuk

mengukur kinerja suatu organisasi (Monika Kussetya Ciptani, 2000).Beberapa

pengukuran kinerja keuangan yang dipakai sebagai alat ukur atau indikator

pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah:

1. Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian  Halim (2012) menyebutkan bahwa Rasio Kemandirian
menggambarkan keadaan dimana suatu daerah mengalami ketergantungan yang
sangat besar terhadap beberapa sumber keuangan eksternal. Semakin tinggi Rasio
kemandirian keuangan dari pemerintah maka dengan kata lain dapat dijadikan
sebagai acuan dan mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap
bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, maka hal ini
dapat berdampak terhadap rendah nya tingkat partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dari
pendapatan Asli Daerah (PAD), sebab jika semakin tinggi tingkat masyarakat
dalam membayarkan pajak dan retribusi daerah maka akan dapat memperbaiki
kinerja keuangan dari pemerintah daerah itu sendiri. Serta dapat secara jelas
menggambarkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.

Berikut ini merupakan rumus atau formula yang digunakan untukperhitungan

kemandirian daerah :

Rasio Kemandirian= RealisasiPenerimaan PAD
Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan pinjaman




Tabel 1

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemanpuan Persentasi Pola Hubungan
Pendanaan Kemandirian
Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif
Rendah 25% - 50% Konsultatif
Sedang 50% - 75% Partisipatif
Tinggi 75% - 100% Delegatif

Sumber : Halim, 2001 dalam Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina, 2011

2. Pengukuran Efektivitas Keuangan Daerah

Setiap daerah mengalami kenaikan maupun penurunan PAD yang menjadi dasar
untuk melihat berbagai sumber pendapatan dari masing-masing daerah. Tidak
tertutup kemungkinan dalam realisasinya, PAD tidak mencapai dari target yang
telah ditentukanm. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam

memaksimalkan pendapatannya. Rasio efektivitas dapat diformulasikan :

Rasio Efektivitas = Realisasi Penerimaan PAD
Target Penerimaan PAD yang ditetapkan
berdasarkan potensi rill daerah

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara realisasi
pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah (Halim,

2007:234). Rasio efisiensi dapat diformulasikan sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Realisasi Belanja Daerah X 100 %

Realisasi Pendapatan Daerah
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4. Rasio Keserasian Keuangan

Rasio keserasian keuangan menggambarkan bagaiamana pemerintah daerah
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara
optimal.Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi
berarti persentase belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan juga
prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007:236).ada
dua metode lain yang digunakan dalam rasio keserasian ini yakni: Rasio Belanja
Operasi dan Rasio Belanja Modal.
a. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi
dengan total keseluruhan dari belanja daerah. Dengan adanya rasion ini dapat
menginformasikan secara keseluruhan mengenai poris dari belanja daerag yang
dialokasikan untuk belanja operasi. Pada dasarnya  dari belanja operasi
mendominasi dari total keseluruhan belanja daerah dengan persentase berkisar
antara 60% sampai dengan 90% tergantung dari kebijakan pemerintah daerah.
Rasio belanja operasi dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan rumus

sebagai berikut:

Rasio Belanja Operasi = Total Belanja Operasix 100 %
Total Belanja Daerah

b. Rasio Belanja Modal
Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi dari belanja

modal tahun berjalan dengan realisasi total belanja daerah secara keseluruhan.
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Berdasarkan rasio ini, para pembaca dan pengguna laporan keuangan dapat
mengetahui secara pasti porsi dari masing-masing belanja daerah yang dialokasikan
apakah untuk digunakan dalam pembelian aset daerah atau digunakan untuk
kepentingan investasi yang dilakukan pemerintah daerah baik dalam jangka
panjang atau dalam jangka pendek.Serta dapat menyesuaikan dengan bentuk
belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan dengan berbagai
pertimbangan. Belanjamodal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang
juga bersifat rutin.Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah

antara 5-20% (Mahmudi, 2010:164). Rasio belanja modal dapat dirumuskan :

Rasio Belanja Modal = Total Belanja Modal* 100 %
Total Belanja Daerah

5. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan
pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya
yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Mahmudi, 2010:138) yang

dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

Rasio pertumbuhan PAD = Realisasi penerimaan PADXn — Xn — 1
Total Belanja Daerah Xn — 1

Dimana : Xn = Tahun Sekarang

Xn-1= Tahun Sebelumnya
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4. Opini Audit
Tahap akhir dari proses audit adalah dikeluarkannya opini. Opini auditor adalah

hasil dari pemeriksaan terhadap laporan keuagan yang telah dibuat oleh pemerintah

daerah dan telah lulus dari salah saji yang material.

Pengertian itu terdapat dalam pasal 1 ayat 11 UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan. Kinerja auditor dari
kalangan professional serta kinerja seorang auditor dalam menyatakan pendapatnya
harus berlandaskan dari bukti-bukti audit yang telah di isi pada lembar kerja
pemeriksaan. Seorang audito dalam menyatakan opini serta pendapatnya harus
berlandaskan pada kenyataan dilapangan yang terjadi dari proses audit yang
dilaksanakan. Apakah telah sesuai dengan prosedur atau tidak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1),
terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa dalam
pemeriksaan keuangan yakni:

1. WTP (wajar tanpa pengecualian) Murni dimana laporan keuangan pemerintah
daerah yang dibuat telah sesuai dengan standar pelaporan akuntansi
pemerintahan.

2. WTP (wajar tanpa pengecualian) dengan paragraf penjelas dimana laporan
keuangan yang ada masih ada beberapa item yang sesuai namun dikecualikan
dalam pelaporan.

3. WDP (wajar dengan pengecualian) dimana pemerintah daerah masih ada
beberapa item yang tidak sesuai dengan standar yang telah dibuat atau ketidak
konsistenan penggunaaan metode dalam penyusunan laporan keuangan seperti

metode penyusutan yang berubah-ubah setiap tahunnya.
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4. TW (tidak wajar) dimana ada kesalahan yang materialistis atau fatal dalam
penyusunan laporan keuangan.

5. Disclaimer (ditolak/tidak memberikan pendapat) dimana laporan keuangan yang
disajikan tidak memenuhi ketentuan dari standar yang telah dibuat.

Selain dari keempat jenis opini tersebut, BPK juga memberikan opini lain yaitu

opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas.

Menurut McLelland dan Giroux (2000) dalam Aris (2014), opini WTP (Wajar
Tanpa Pengecualian) (unqualified opinion) adalah pencapaian terbesar bagi sebuah
pemerintah daerah.

B. Penelitian Terdahulu
Sebelum melakukan penelitian ini, penulis menjadikan bahan acuan

penelitianberikut ~ sebagai  acuan  dalam  memperkaya teori  dalam
melakukanpenelitian ini. Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang sama
denganpenelitian yang dibuat oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengambil
beberapapenelitian yang serupa dengan yang akan dibuat oleh penulis. Berikut
adalahbeberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis:

a. Marfiana dan Lulus Kurniasin (2013) dalam penelitian berjudul Pengaruh
Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam penelitian ini
penulis akan menguji apakah karakteristik pemerintah daerah dan hasil
pemeriksaan audit dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah
dengan menggunakan rasio efisiensi.

Hasil penelitian ini yaitu ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah dan

opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah
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daerah di Pulau Jawa.Sedangkan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat
dan jumlah belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kkinerja
keuangan pemerintahdaerah, serta ukuran legislatif dan temuan audit
berpengaruh negatif signifikanterhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di
Pulau Jawa.

b. Kurrohman (2013) dalam penelitian berjudul Evaluasi Penganggaran Berbasis
Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di
Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur. Dalam penelitian ini penulis ingin menguji
Kinerja keuangan pemerintah daerah setelah menggunakan anggaran berbasis
Kinerja dengan pendekatan value for money.

Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah daerah lebih ekonomis dan efisien
dalam pengelolaan keuangannya setelah menggunakan anggaran berbasis
Kinerja.

c. Dwijayanti dan Rusherlistyanti  (2013), dalam penelitian  berjudul
AnalisisPerbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Seindonesia.
Penelitianini bertujuan membandingkan kinerja keuangan pemerintah provinsi
dilndonesia dan mementukan ada atau tidaknya perbedaan dari beberapa rasio
keuangan yang digunakan, seperti Kkinerja keuanganberdasarkan rasio
kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio aktivitas, serta rasio
pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan
pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas,
rasio belanja rutin, dan rasio belanja pembangunan, sedangkan untuk rasio efisiensi,

rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio pertumbuhan belanja
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rutin, dan rasio pertumbuhan belanja pembangunan tidak terdapat perbedaan yang
signifikan kinerja keuangan pemerintahan se-indonesia mulai dari tahun 2008-2010
C. KERANGKA KONSEPTUAL

Laporan keuangan pemerintah merupakan bagian yang terpenting untuk
keberlangsungan organisasi sektor publik dan juga sebagai bentuk dari penilaian
masyarakat terhadap semua pelayanan yang telah diberikan kepada masyatat.

Semakin baik kinerja keuangan suatu pemerintah daerah mengandung arti bahwa
pengelolaan keuangan daerahnya semakin baik dan demikian pula sebaiknya
(Halim, 2002).Dengan kata lain output dalam hasil audit merupakan gambaran
secara keseluruhan terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah
selama ini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Untuk meningkatkan
kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan kementerian/lembaga,
maka laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (Kawedar,
2008).

Output yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan
cermin bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD.Dengan
didapatkannya opini wajar tanpa pengecualian terhadap suatu kabupaten/kota,
diharapkan kinerja pemerintah daerah, dilihat dari pertumbuhan pembangunan,
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pelayanan dasar kepada
masyarakat di kabupaten/kota tersebut juga telah lebih baik daripada
kabupaten/kota yang belum menerima opini wajar tanpa pengecualian.

Khairudin  (2013) menemukan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Indonesia yang beropini WTP lebih baik dan berbeda secara

signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang beropini
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Non WTP.Jika pengelolaan keuangan suatu daerah sudahbaik, maka diharapkan
kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut juga baik, hal ini mengindikasikan
keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.Maka
berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:
H1:Kinerja keuangan pemerintah daerah dengan opini WTP lebih baik dari

kinerja keuangan pemerintah daerah yang mempunyai opini selain WTP



RERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

LKPD Kabupaten/ Kotadi Provinsi Sumatera Barat
Dari Tahun 2015-2017 Yang Sudah Diaudit BPK

v

Analisis Kinerja Keuangan

v

Opini Audit Laporan
Keuangan Dari BPK

/ Uji Beda

Opini WTP

S —

\

Opini Selain WTP
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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Perbandingan Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dan Non WTP di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-

2017 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria ekonomis antara pemerintah
daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP. Hal ini
menunjukan opini yang didapatkan pemerintah daerah kabupaten/
kotamenunjukan perbedaan yang signifikan Kinerja yang berkaitan dengan
tingkat ekonomis kinerja keuangan.

2. Ada terdapat perbedaan kinerja keuangan kriteria efisiensi antara pemerintah
daerah kota/kabupaten yang memperoleh opini WTP dan non WTP. Hal ini
menunjukan bahwa Opini WTP yang diterima oleh Pemerintah daerah dapat
menjamin Kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah
menjadi baik.

3. Tidak terdapat perbedaan perhitungan rasio keuangan pemerintah daerah baik
yang memperoleh Opini WTP dengan Pemerinta Daerah yang Memperoleh
Opini Selain WTP.

4. Terdapat hubungan yang signifikan dari Rasio Pertumbuhan PAD terhadap
opini audit pemerintah daerah, dimana Rasio Pertumbuhan PAD menjadi

bagian terpenting dalam memperoleh Opini Audit.

45
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B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan terkait

penelitian ini yaitu:

1.

Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat
tahun 2015-20157, tidak melibatkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia,
sehingga hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan kondisi pemerintah

daerah secara menyeluruh di Indonesia.

. Perbandingan kinerja yang digunakan pada penelitian ini terbatas hanya uji

beda antara kinerja keuangan pemerintah daerah yang beropini WTP dan non
WTP,sehingga kurang memberikan keadaan kinerja pemerintah daerah yang
memperoleh opini WDP, TW, dan TMP. Agar penelitian selanjutnya

mempertimbangkan kinerja keuangan dengan opini tersebut.

. Penggunaan indikator kinerja hanya terbatas pada penggunaan Enam jenis rasio

keuangan, yaitu kemandirian daerah, Rasio efisiensi, dan efektivitas, Rasio

Belanja Operasi, Rasio Belanja Modal dan Rasio Pertumbuhan PAD.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran

yang bisa penulis sampaikan yaitu:

1.

Bagi Pemerintah daerah kabupaten/ kota agar lebih baik dalam melakukan
penganggaran untuk meningkatkan kinerja keuangan dan diharapkan dengan
opini yang baik akan mencerminkan kinerja keuangan yang baik juga, selain
itu pemerintah daerah dengan Opini Non WTP tidak selamanya buruk dalam

pengelolaan keuangan.
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2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah dan memperluas indikator
Kinerja yang digunakan agar penelitian dapat lebih baik. Serta menambah
sampel vyang lebih banyak lagi, agar hasil yang diperoleh dapat
menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini

dari BPK secara menyeluruh.
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